KEPALA DESA KARANGTALOK
KABUPATEN PEMALANG
PERATURAN DESA KARANGTALOK
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA KARANGTALOK
KECAMATAN AMPELGADING KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KARANGTALOKXK,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah
Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata
Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015
tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa
tentang Tata Cara Pengangkatan Perangkat Desa
Karangtalok Kecamatan Ampelgading Kabupaten
Pemalang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah di Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 2);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1930
tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 19350;




Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573); '

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi
[jazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan
Pengganti ljazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan
Penerbitan Surat Keterangan Pengganti [jazah/Surat
Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan
Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 574);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun
2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1223);

Peraturan Menteri Riset, Teknoclogi, dan Pendidikan
Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah,
Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan
Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1763);
Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2
Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang
Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Pemalang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Pemalang Nomor 2);
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Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nom
Tahun 2015 tentang Pedoman  Penyusunan
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Pemalang Nomor 3) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3
Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Pemalang Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor S
Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Pemalang
Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor ©
Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan
di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang
Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Pemalang Nomor 6);

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2015
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang
Tahun 2015 Nomor 38) sebagaiman telah diubah
dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun
38 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2015 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Pemalang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman
Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun
2016 Nomor 38);

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 116 Tahun 2016
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2015 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor
116);




14. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 43 Tahun 2020
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Tata Cara Pengangkatan dan’ Pemberhentian
Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang
Tahun 2020 Nomor 43);

2, 15. Peraturan Desa Karangtalok Nomor 2 Tahun 2018
tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-
usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
(Lembaran Desa Karangtalok Tahun 2018 Nomor 3);

16. Peraturan Desa Karangtalok Nomor 5 Tahun 2017
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kera
Pemerintahan Desa Karangtalok Kecamatan
Ampelgading Kabupaten Pemalang Lembaran Desa
Karangtalok Tahun 2017 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGTALOK
dan
KEPALA DESA KARANGTALOK

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DESA TENTANG TATA CARA
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA KARANGTALOK
KECAMATAN AMPELGADING KABUPATEN PEMALANG.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

Bupati adalah Bupati Pemalang. :

Camat adalah Camat Ampelgading Kabupaten Pemalang.

Desa adalah Desa Karangtalok Kecamatan Ampelgading Kabupaten
Pemalang.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagal
unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Kepala Desa adalah Kepala Desa Karangtalok Kecamatan Ampelgading
Kabupaten Pemalang. '
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Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah

Badan Permusyvawaratan Desa Karangtalok Kecamatan Ampelgading
Kabupaten Pemalang
Aparatur Sipil Negara vang selanjutnva disingkat ASN adalah profesi

bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian
kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga
negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai
Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk
menduduki jabatan pemerintahan.

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya
disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka
waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam
penyusunan Kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam
Sekretariat Desa, dan unsur pendukung Kepala Desa dalam
pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis
dan unsur kewilayahan.

Panitia Mutasi Perangleat Desa vang selanjutnya disebut Panitia Mutas:
adalah Panitia vang dibentuk oleh Kepala Desa yang bertugas
menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan
mutasi pengangkatan Perangkat Desa.

Panitia Pengangkatan adalah Panitia Pengangkatan Perangkat Desa.
Bakal Calon adalah penduduk Warga Negara Indonesia yang
mengajukan lamaran untuk mendaftar menjadi Calon Perangkat Desa
dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan.

Calon adalah Bakal Calon Perangkat Desa yvang dinyatakan telah Iulus
ujian penyaringan.

Mutasi adalah perpindahan Perangkat Desa dari 1 (satu) jabatan ke
jabatan lainnya.

Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia
Pengangkatan untuk mendapatkan Bakal Calon

Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segl administrasi,
kesehatan, dan kemampuan para Bakal Calon.

Sumpah/Janji adalah pernyataan yang diucapkan dengan resmi dan
bersaksi kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa apa yang dikatakan
atau dijanjikan itu benar.

Berkas Pencalonan adalah surat lamaran beserta bukti-bukti
persyaratan pencalonan Perangkat Desa.

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya
berdasarkan bukt permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak
pidana.

Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan
diadili di pengadilan.

Terpidana adalah scorang yang dipidana berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.



Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam
sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas
atau lepas dan segala tuntutan hukum.

25. Hari adalah hari kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB

Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

x BAB 11
PERSYARATAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

gkat Desa diangkat dari Warga Negara Indonesia yang memenuhi
aratan:
2 berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang
sederajat;
b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua)
tahun,;
c. syarat lain:

1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal lka;
tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
4. tidak pernah dijjatuhi pidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara
paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun
setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan
secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang
bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku
kejahatan berulang-ulang;

o

5. sehat jasmani dan rohani;
6. berkelakuan baik;
7. tidak melakukan tindakan tercela yang menimbulkan krisis

kepercavaan yang meluas di masyarakat;

8. tidak pernah mengundurkan diri dari Perangkat Desa kecuali
setelah melampaui waktu 12 (dua belas) tahun;

9. tidak pernah diberhentikan dari Perangkat Desa karena
melanggar larangan Perangkat Desa;

10. memiliki keterampilan dasar membaca dan menulis, serta
memiliki keterampilan sesuai dengan kompetensi jabatan.

(2) Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang

yang mendaftarkan diri sebagai Perangkat Desa harus memenuhi
persyaratan scbagaimana dimaksud pada ayat (l), dan wajib
melampirkan izin tertulis dari Bupati dan melampirkan surat
pernyataan bersedia diberhentikan dari jabatan organiknya.
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mendaltarkan diri sebagai Perangkat Desa selair

PPPK di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pemalang
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayvat (1), juga wajib
melampirkan izin tertulis dari atasan langsungnva dan melampirkan
surat pernyataan bersedia diberhentikan dari PPPK apabila diangkat
menjadi Perangkat Desa.

Perangkat Desa yang mendaftarkan diri sebagai Perangkat Desa yang
lain wajib melampirkan izin tertulis dari Kepala Desa.

Perangkat Desa yang lulus dan diangkat menjadi Perangkat Desa yang
lain, terhitung sejak tanggal pelantikan, diberhentikan dari jabatan
semula oleh Kepala Desa atas rekomendasi dari Camat.

Usia bakal calon 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh
dua) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dihitung pada
saat pendaftaran.

Pasal 3

Varga Negara Indonesia yang mendaftar/melamar menjadi Bakal Calon,

wajib melengkapi persyaratan administrasi berupa:

a. surat lamaran vang ditulis sendiri di atas kertas bermeterai cukup
ditujukan kepada Kepala Desa melalui Panitia Pengangkatan;

b. fotokopi ijazah/surat tanda tamat belajar pendidikan formal dari
tingkat dasar sampai dengan tingkat menengah Umum dan/atau
pendidikan tinggi yang dimiliki dan telah dilegalisasi oleh pejabat
berwenang dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terakhir sampai
dengan penutupan pendaftaran;

c. fotokopi akta kelahiran yang dilegalisasi oleh Dinas vang membidangi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dalam jangka
waktu 6 (enam) bulan terakhir sampai dengan penutupah
pendaftaran, kecuali fotokopi akte kelahiran yang sudah
menggunakan tanda tangan elektronik (TTE);

d. Surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan:

1) tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

2) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara
paling singkat S (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun
setelah menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur
dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah
dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

e. Surat keterangan berbadan sehat dari fasilitas pelayanan kesehatan
milik Pemerintah Kabupaten Pemalang;

f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Resor tempat
yvang bersangkutan berdomisili;

g. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
sebagaimana formulir A;



h. Surat pernyataan tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang
mengkhianati Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia
serta Bhinneka Tunggal Ika sebagaimana formulir B:

i. Surat pernyataan bersedia memegang teguh dan mengamalkan
Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka

Tunggal Ika, sebagaimana Formulir C;

j. Surat Pernyataan tidak melakukan tindakan tercela yang

menimbulkan krisis kepercayaan yang meluas di masyarakat dalam
kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dari tanggal penutupan
pendaftaran, sebagaimana formulir D;

k. Surat pernyataan tidak pernah mengundurkan diri dari jabatan
Perangkat Desa kecuali setelah melampaui 12 (dua belas) tahun,
sebagaimana formulir E, bagi seseorang yang pernah mengundurkan
diri dari Perangkat Desa;

l. Surat pernyataan tidak pernah diberhentikan dari jabatan Perangkat
Desa karena melanggar larangan Perangkat Desa, sebagaimana
formulir F;

m. [zin tertulis dari Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk dan surat
pernyataan bersedia diberhentikan dari jabatan organiknya bagi
pendaftar/pelamar dari PNS:

. Izin tertulis dari Atasan Langsung/pejabat yang berwenang dan surat
pernyataan bersedia diberhentikan sebagai PPPK bagi
pendaftar/pelamar dari PPPK; dan

o. Surat izin tertulis dari Kepala Desa bagi pendaftar/pelamar dari
Perangkat Desa.

Bagi seseorang setelah 5 (lima) tahun selesai menjalani hukuman

pidana penjara yang diancam hukuman 5 (lima) tahun atau lebih dan

telah mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa
yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku
kejahatan berulang-ulang, dengan dibuktikan surat keterangan dari

Lembaga Pemasyarakatan dan Kepala Desa dengan dilampiri dokumen

pemuatan di surat kabar lokal/nasional dan bukti

pengumuman/selebaran yang diumumkan di Desa - setempat,

sebagaimana formulir G.

Surat pernyataan bersedia menjadi penduduk Desa dan bertempat

tinggal tetap di Desa dan/atau bertempat tinggal tetap di Dusun

setempat apabila diangkat menjadi Perangkat Desa, sebagaimana

formulir H

Bentuk formulir A, B, C, D, E, F, G, dan H sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.



Nama Bakal Calon dan identitas lain vang tercantum dalam dokumen
Berkas Pencalonan harus sama sesuai dengan kondisi sébenarnya.

Pasal 5

~

(1) Syarat berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang
sederajat adalah yang memiliki [jazah/Surat Tanda Tamat Belajar.
[2) Yang dimaksud dengan sekolah menengah umum atau yang sederajat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. sekolah umum:
1.

2
3.
4

SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas);

SMA (Sekolah Menengah Atas);

SMU (Sekolah Menengah Umum); dan

SLTA uper, SMA uper, serta SMU uper (lulus Ujian Persamaan
SLTA, SMA, dan SMU).

b. sekolah kejuruan:
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STM (Sekolah Teknik Menengah);

SMEA (Sekolah Menengah Ekonomi Atas);
SMK (Sekolah Menengah Kejuruan);

SPM (Sekolah Pelayaran Menengah); dan
SPK (Sekolah Perawat Kesehatan).

MA (Madrasah Aliyah);

Kejar Paket C dan telah lulus Ujian Nasional;

MDU (Madrasah Diniyah Ulya) dan telah lulus Ujian Nasional; dan
Pendidikan lain yang sederajat dengan sekolah menengah umum

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Legalisasi fotokopi ijazah/surat tanda tamat belajar dilakukan oleh:

a. Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah :

1.

Pengesahan fotokopi ijazah/STTB dan surat keterangan
pengganti ijazah /STTB dilakukan oleh kepala satuan pendidikan
yang mengeluarkan jjazah/STTB yang bersangkutan.

Pengesahan fotokopi ijazah/STTB dan surat keterangan
pengganti ijjazah /STTB yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan
yang bergabung dilakukan oleh kepala satuan pendidikan hasil
penggabungan.

Pengesahan fotokopi ijazah/STTB dan surat keterangan
pengganti ijjazah/STTB yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan
vang sudah berganti nama dilakukan oleh kepala satuan
pendidikan sesuai nomenklatur baru.

Pengesahan fotokopi ijazah/STTB dan surat keterangan
pengganti ijazah/STTB yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan
yvang sudah tidak beroperasi atau ditutup dilakukan oleh Kepala
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10.

Dinas kabupaten/kota yang membidangi pendidikan
kabupaten/kota yang bersangkutan

Pengesahan fotokopi ijjazah paket dan surat keterangan pengganti
jjazah paket yang dikeluarkan oleh Dinas Kabupaten/Kota vang
membidangi pendidikan  dilakukan oleh . Kepala Dinas
kabupaten/kota yang membidangi pendidikan di kabupaten/kota
vang bersangkutan.

Pengesahan fotokopi ijazah/STTB dan surat keterangan
pengganti ijazah/STTB bagi pemohon yang berdomisili di
kabupaten/kota yang berbeda dengan kabupaten/kota sekolah
asal dapat dilakukan oleh Kepala Dinas kabupaten/kota yang
membidangi pendidikan di tempat pemohon berdomisili.
Pengesahan fotokopi Surat Keterangan Yang Berpenghargaan
Sama (SKYBS) dan surat keterangan pengganti Surat Keterangan
Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS) yang dikeluarkan oleh
Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi dilakukan oleh Kepala Dinas Provinsi yang membidangi
pendidikan di Provinsi yang bersangkutan.

Pengesahan fotokopi ijazah/STTB vang diperoleh dari Sekolah
Indonesia di Luar Negeri (SILN) dilakukan oleh kepala sekolah
yang bersangkutan.

Pengesahan fotokopi ijazah/STTB vang diperoleh dari Sekolah
Indonesia di Luar Negeri (SILN) bagi pemohon yang tidak lagi
berdomisili di tempat sekolah asal dilakukan oleh Direktur
Jenderal terkait atau Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota
yang membidangi pendidikan tempat pemohon berdomisili.
Pengesahan fotokopi ijazah/STTB yang diperoleh dari satuan
pendidikan di Provinsi Timor Timur sebelum memisahkan diri
dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilakukan oleh
Direktur Jenderal terkait atau Kepala Dinas
Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi pendidikan tempat
pemohon berdomisili.

b. Jenjang Pendidikan Tinggi :

1.

Pengesahan fotokopi [jazah, Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat

Profesi, Sertifikat Kompetensi, atau Surat Keterangan Pengganti

dilakukan oleh perguruan tinggi yang menerbitkan.

Pengesahan fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud pada

angka 1. yang diterbitkan:

a. universitas dan institut dilakukan oleh pembantu/wakil
dekan bidang akademik;

b. sekolah tinggi dilakukan oleh pembantu/wakil ketua bidang
akademik;

c. politeknik, akademi, dan akademi komunitas dilakukan oleh
pembantu/wakil direktur bidang akademik.

Dalam hal perguruan tinggi penerbit ljazah, Transkrip Akademik,

atau Surat Keterangan Pendamping ljazah (SKPI) sudah tidak

beroperasi atau ditutup, pengesahan fotokopi dokumen

dilakukan oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI).



4. Dalam hal perguruan tinggi penerbit [jazah, Transkrip Aka
atau Surat Keterangan Pendamping ljazah (SKPI} tel
pengesahan fotckopt dokumen dilakukan oleh
perguruan tinggi hasil perubahan.

5. Dalam hal perguruan tinggi yang disglenggarakan oleh

=3 o0 v fatel

kementerian lain/Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK)
sudah tidak beroperasi atau ditutup, pengesahan fotokopi
dokumen dilakukan oleh kementerian lain/Lembaga Pemerintah

Nonkementerian (LPNK) terkait.

12) Legalisasi fotokopi ijjazah/surat tanda tamat belajar dilakukan pada

semua lembar/halaman dengan dibubuhi tanggal, bulan, tahun, nama
jabatan, unit kerja/lembaga, tanda tangan pejabat (basah) dan nama
pejabat dengan stempel (basah) unit kerja/lembaga.

BAB 11l
KEKOSONGAN JABATAN

Pasal 7

(1) Jabatan Perangkat Desa kosong karena Perangkat Desa berhent,

perubahan susunan organisasi, atau pembentukan Desa baru.

{(2) Paling lama 2 (dua) bulan terhitung mulai kosongnya jabatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa harus telah selesai
menyelenggarakan pengangkatan Perangkat Desa.

{3) Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

dapat dilakukan dengan cara:

a. mutasi jabatan antar Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah
Desa; dan/atau

b. penjaringan dan penyaringan Calon Perangkat Desa.

(4) Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat.

(5) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan secara periodik paling

banyak 6 (enam) periode dalam setahun sesual dengan Keputusan
Bupati. '

(6) Dalam hal pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) tidak dapat dilaksanakan pada periode berjalan dan/atau tidak
berhasil memperoleh Calon yang dinyatakan lulus ujian penyaringan
dan berhak diangkat menjadi Perangkat Desa, pengangkatan Perangkat
Desa wajib dilaksanakan pada periode berikutnya.
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MEKANISME PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
Pasal 8

Paling singkat 3 (tiga) bulan sebelum Perangkat Desa mencapai usia 60
(enam .puluh) tahun, Kepala Desa memproses pengangkatan Perangkat
Desa.

Dalam hal pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak dapat dilaksanakan, maka Kepala Desa dapat
menangguhkan pada pengangkatan Perangkat Desa periode berikutnya.

Bagian Kesatu
Pengangkatan Perangkat Desa Melalui Mutasi

Pasal 9

Mutasi jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

ayat (3) huruf a, dilaksanakan apabila terdapat kekosongan jabatan

dalam rangka memperkuat penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta
peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Perangkat Desa yang dimutasi adalah perangkat desa vang telah

melaksanakan tugas dalam jabatannya paling sedikit 3 (tiga) tahun.

Mutasi jabatan perangkat Desa dilaksanakan dengan ketentuan:

a. Sekretaris Desa dapat dimutasi ke jabatan Kepala Seksi apabila tidak
mampu melaksanakan tugas dan fungsinya;

b. Perangkat Desa dapat dimutasi menjadi Sekretaris Desa atau jabatan
Perangkat Desa lainnya dengan pertimbangan mempunyai
kecakapan/keahlian pada jabatan Sekretaris Desa atau jabatan
Perangkat Desa lainnya;

c. Perangkat Desa dapat dimutasi menjadi Kepala Dusun apabila
bertempat tinggal di dusun tersebut.

Mutasi jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi kinerja Perangkat Desa

berdasarkan indikator sebagai berikut:

a. kedisiplinan, diukur dari tingkat kehadiran dan jam kerja

b. kinerja, diukur dari kemampuan dalam melaksanakan tugas dan
fungsi; dan

c. integritas, diukur dari loyalitas dan dedikasi.

Indikator evaluasi kinerja Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran 11l Peraturan Desa ini.

Pasal 10

Guna pelaksanaan mutasi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 ayat (3) huruf a, Kepala Desa dapat membentuk Panitia Mutasi.



Panitia Mutasi sebagaimana dimaksud pada avat (1), setidak-tidaknva
terdiri dari:

& Ketua dijabat oleh Kepala Desa;

Bb. Sekretaris 1 orang dari unsur BPD; dan

€. 1 (satu) orang anggota dari tokoh masyarakat. .

Pembentukan Panitia Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, dengan
memuat tugas Panitia Mutasi, daftar Panitia Mutasi, dan daftar nama
jabatan yang akan diisi melalui mutasi.

Pasal 11

) Panitia Mutasi bertugas untuk:

a. melaksanakan inventarisasi data administrasi Perangkat Desa vang
akan dimutasi berdasarkan keputusan Kepala Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3);

b. melakukan evaluasi berdasarkan data administrasi sebagaimana
dimaksud pada huruf a sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (4); dan

c. hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, dituangkan
dalam Berita Acara dan dilaporkan kepada Kepala Desa.

{2) Panitia Mutasi melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada avat
(1), paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal ditetapkan.

(3) Berdasarkan hasil evaluasi Panitia Mutasi, paling lama 3 (tiga) hari
kepala Desa melakukan konsultasi kepada Camat dengan mengajukan
permohonan rekomendasi.

(4) Camat memberikan rekomendasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak
diterimannya surat permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3).

{S) Berdasarkan rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
paling lama 3 (tiga) hari Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala
Desa mengenai pengangkatan Perangkat Desa dalam jabatan baru.

{6) Sebelum memangku jabatannya, Perangkat Desa yang diangkat

sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilantik oleh Kepala Desa dengan

mengucapkan sumpah/janji paling lama 3 (tiga) hari setelah ditetapkan

Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua
Pengangkatan Perangkat Desa Melalui Penjaringan
dan penyaringan Calon Perangkat Desa



Paragraf 1
Pembentukan Panitia Pengangkatan

Pasal 12

1) Kepala Desa membentuk Panitia Pengangkatan Perangkat Desa yang
terdiri dari unsur BPD, Perangkat Desa, Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat.

Pembentukan Panitia Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat
1) dilaksanakan dengan cara musyawarah.

Peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:

- a. anggota BPD,

b. Perangkat Desa,

¢. Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, dan

d. Tokoh Masyarakat

Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan
dalam berita acara musyawarah dan dijadikan dasar penetapan
keputusan Kepala Desa.

Panitia Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 13

1) Dalam hal unsur Panitia Pengangkatan mendaftarkan diri sebagai Bakal
Calon atau berhala'ngan tetap, keanggotaannya dalam Panitia
Pengangkatan diganti.

) Penggantian unsur Panitia Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), diutamakan dari unsur yang sama .

Dalam hal tidak terpenuhi ketentuan ayat (2), maka penggantian diambil
dari unsur lain.

Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (2) dan (3)
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 14

{1) Panitia Pengangkatan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

{2) Dalam melaksanakan tugas Panitia Pengangkatan dapat dibantu
petugas sesuai kebutuhan yang dapat terdiri dari petugas pembuat
naskah soal, pengawas dan penilai ujian, serta petugas keamanan.

) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan

Keputusan Panitia Pengangkatan.



1)

2)

(3)

Susunan Panitia Pengangkatan
Pasal 15

Susunan Panitia Pengangkatan terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara,
dan seksi.

Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari Seksi
Pendaftaran dan Penelitian Berkas, Seksi Seleksi dan Ujian
Penyaringan, serta Seksi Logistik dan Perlengkapan.

Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lain yang dipandang mampu
menjalankan tugas, dapat ditunjuk sebagai Sekretaris Panitia
Pengangkatan.

Anggota Panitia Pengangkatan dilarang merangkap Penjabat Kepala
Desa. 7

Dalam hal anggota Panitia Pengangkatan diangkat menjadi Penjabat
Kepala Desa, maka sejak pelantikan, yang bersangkutan diberhentikan
dan kedudukannya diganti dan diutamakan dari unsur yang sama.

Paragraf 3
Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Panitia Pengangkatan

Pasal 16

!} Panitia Pengangkatan mempunyai tugas:

a. menetapkan tata cara pengangkatan Perangkat Desa;
menetapkan uraian tugas Panitia Pengangkatan;
menetapkan tata kerja Panitia Pengangkatan;
menyusun jadwal kegiatan pengangkatan Perangkat Desa;
mengajukan rencana biaya kepada Kepala Desa disertai rincian
rencana penggunaannya;
menyelenggarakan penjaringan Bakal Calon:
1. mengumumkan kekosongan jabatan Perangkat Desa; dan
2. menerima Berkas Pencalonan / persyaratan administrasi.
g. menyelenggarakan penyaringan Bakal Calon:
1. meneliti persyaratan administrasi Bakal Calon; ‘
2. menetapkan Bakal Calon yang memenuhi persyaratan
administrasi;
3. mengumumkan Bakal Calon yang memenuhi persyaratan
administrasi;
4. menyelenggarakan ujian penyaringan, berupa tes kesehatan, tes
wawancara, ujian praktik dan ujian tertulis.
h. menandatangani Berita Acara Ujian Penyaringan;
1. menyerahkan Berita Acara, melaporkan hasil pelaksanaan ujian
penyaringan kepada Kepala Desa;
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j.- melaksanakan tugas lain untuk mendukung kelancaran

pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa.
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Sebelum melaksanakan tugas Panitia Pengangkatan mengangkat
sumpah/janji dipimpin oleh Kepala Desa.

Susunan kata sumpah/janji Panitia Pengangkatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut.

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa
saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya selaku Panitia
Pengangkatan Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya
dan seadil-adilnya, bahwa saya akan taat melaksanakan segala
peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku
bagi Pengangkatan Perangkat Desa”.

Pasal 17

Panitia Pengangkatan mempunyai wewenang:

menetapkan Bakal Calon yang memenuhi persyaratan administrasi;
menetapkan Calon yang lulus ujian penyaringan;

mengusulkan penggantian anggota Panitia Pengangkatan; dan
menunjuk petugas untuk membantu tugas Panitia Pengangkatan.

Pasal 18

Panitia Pengangkatan melaporkan proses pengangkatan Perangkat Desa

kepada Kepala Desa terdiri dari:

a. laporan hasil ujian penyaringan disertai administrasi dan Berkas
Pencalonan, paling lama 3 (tiga) hari sejak pelaksanaan ujian
penyaringan selesai;
laporan sesuai kebutuhan dan/atau sesuai permintaan Kepala Desa;

c. laporan keuangan berupa penerimaan dan pengeluaran disertai
bukti pengeluaran yang sah, paling lama 7 (tujuh) hari setelah ujian
penyaringan selesai; dan

d. laporan keseluruhan kegiatan disertai data dan kelengkapannya,
paling lama 7 (tujuh) hari sejak proses pengangkatan Perangkat Desa
berakhir.

Laporan Panitia Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan secara tertulis dan BPD mendapat tembusan.

Paragraf 4
Tata Cara Penjaringan dan Penyaringan

Pasal 19

Sebelum  pendaftaran, Panitia Pengangkatan menyampaikan
pengumuman kekosongan Perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) hari
sebelum penerimaan pendaftaran.

Pengumuman kekosongan Perangkat Desa dilakukan dengan
menempel/memasang pengumuman pendaftaran  yang  berisi
kekosongan jabatan, waktu pendaftaran, dan persyaratan pendaftaran.



11)

Pemasangan pengumuman pendaftaran ditempatkan pada lokasi vang
strategis, setiap dusun, dan wajib pada sekretariat Panitia
Pengangkatan.

Media pengumuman secbagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dengan pemasangan baliho, spanduk, brosur, serta melalui media
masa seperti surat kabar, buletin, radio, dan internet.

N Pasal 20

Panitia Pengangkatan menerima pendaftaran Perangkat Desa dalam
waktu 10 (sepuluh) hari.
Pendaftaran Perangkat Desa dilaksanakan secara offline langsung di
Sekretariat Panitia Pengangkatan atau dapat dilakukan secara online
melalui jaringan internet.

Pasal 21

Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1)
ternyata tidak ada yang mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon, maka
Panitia Pengangkatan dapat melakukan perpanjangan waktu
pendaftaran paling lama 7 (tujuh) hari.

Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berakhir belum ada yang mendaftar, maka pengisian Perangkat Desa
dilakukan pada periode pengangkatan Perangkat Desa berikutnya.

Pasal 22

Warga Negara Indonesia yang akan mendaftar wajib datang langsung
sesuai dengan tempat dan waktu yang telah ditentukan.

Pada saat menerima Berkas Pencalonan, Seksi Pendaftaran dan
Penelitian Berkas melakukan pengecekan kelengkapan Berkas
Pencalonan disaksikan Bakal Calon sesuai ketentuan.

Berkas Pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah
lengkap diberi tanda terima bahwa Berkas Pencalonan lengkap,
sedangkan Berkas Pencalonan yang tidak lengkap dikembalikan
langsung kepada pendaftar/pelamar.

Dalam hal pendaftaran dilakukan secara online, pendaftar akan
menerima tanda bukti Berkas Pencalonan sudah lengkap melalui email
pendaftar/pelamar.

Setelah penutupan pendaftaran, Panitia Pengangkatan
menandatangani Berita Acara Pendaftaran Bakal Calon.

Pasal 23
Untuk keperluan pengangkatan Perangkat Desa, Panitia Pengangkatan

melakukan penyaringan yang terdiri dari penelitian Berkas Pencalonan
dan ujian penyaringan.



Ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

Eesehatan, tes wawancara, vjian praktik, dan ujian tertulis.

Pasal 24

- Berkas pencalonan yang masuk dilakukan penelitian oleh Paniua
Pengangkatan.
- Penelitian Berkas Pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan untuk mengetahui kebenaran Berkas Pencalonan yang
~disampaikan dan memenuhi ketentuan:
Berkas Pencalonan asli beserta rangkapnya ada dan lengkap;
fotokopi sudah sesuai dengan aslinva dan sudah mendapat
legalisasi/pengesahan; dan
identitas pendaftar/pelamar meliputi nama, pekerjaan dan biodata
lainnya harus sama setiap dokumen dalam Berkas Pencalonan.
- Hasil penelitian Berkas Pencalonan dituangkan dalam Berita Acara
Verifikasi.
Bakal Calon yang telah memenuhi persyaratan administrasi ditetapkan
dengan Keputusan Panitia Pengangkatan dan diberitahukan kepada
vang bersangkutan serta diumumkan.

Pasal 25

| Panitia Pengangkatan mengadakan ujian penyaringan bagi Bakal Calon

yvang telah memenuhi persyaratan administrasi.

Ujian penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2)

dilaksanakan berupa tes kesehatan, tes wawancara, dan ujian praktik

serta ujian tertulis yang penilaiannya menggunakan batas kelulusan.

Tes kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh

Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang.

Ujian tertulis hanya diikuti oleh Bakal Calon yang telah memenuhi

persyaratan administrasi, lulus tes kesehatan, lulus tes wawancara dan

lulus ujian praktik.

Hasil ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada avat (2)

dituangkan dalam Berita Acara.

) Panitia Pengangkatan menetapkan Calon yang dinyatakan lulus ujian
penyaringan dengan Keputusan Panitia Pengangkatan dan diumumkan.

Pasal 26

ata urutan pelaksanaan ujian penyaringan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 23 ayat (2) sebagai berikut:

a. Bakal Calon yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi
berhak mengikuti tes kesehatan;

b. Bakal Calon yang lulus tes kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) selanjutnya mengikuti tes wawancara;
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perbolehkan mengikuti ujian praktik; dan
@ Calon yang telah lulus ujian praktik dapat mengikuti ujian tertulis

Pasal 27

k melaksanakan tes kesehatan, Panitia Pengangkatan atau Kepala
'sa atau Perangkat Daerah yang membidangi pengangkatan Perangkat
sa melakukan koordinasi ke Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang.
inasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang terkait untuk
perluan usulan anggaran tes kesehatan dilakukan pada tahun
waran sebelumnya, sedangkan yang menyangkut teknis tes
sehatan dapat dilakukan pada tahap pelaksanaan.

asil tes kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
scara tertulis oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang
epada Panitia Pengangkatan.

Berdasarkan hasil tes sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Panita
) etapkan Berita Acara.

Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat Bakal Calon
Pyang lulus pemeriksaan kesehatan bagi yang dinyatakan sehat dan
" Bakal Calon yang tidak lulus pemeriksaan kesehatan bagi vang
dinyatakan tidak sehat.

Pasal 28

1) Untuk keperluan tes wawancara, Panitia Pengangkatan menyiapkan soal
yang berhubungan dengan:

ideologi kebangsaan;

wawasan kebangsaan;

motivasi pendaftar;

pengetahuan pemerintahan Desa; dan

rencana kerja apabila menjadi Perangkat Desa.

Wawancara dilakukan di hadapan Kepala Desa dan Ketua BPD dan
tertutup bagi Bakal Calon lain.

Hasil tes wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan
dalam Berita Acara.

o a0 op

Pasal 29

(1) Ujian praktik dilaksanakan sesuai dengan kompetensi jabatan yaitu:

a. Sekretaris Desa, praktik yang relevan antara lain, pidato mengenai
pemerintahan umum, memimpin rapat, membuat surat, membuat
laporan, mengetik menggunakan komputer, dan penyuluhan bidang
pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan
kemasyarakatan.

b. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum, praktik yang relevan antara
lain membuat surat, membuat laporan, dan mengetik menggunakan

komputer.
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o Kepala Urisen  Reunsean,  prakus sang el
pemblukuian,  peavusilban laparan el
mengRumpnkan kompuer

d. Kepalo Chvimen Perencinoean, pralktllk vane televan antars ol
mengenal pembangunan, membuat perencanaan, swmbual lapiral.,
dan mengetik mmenggunakan Ramputer,

e. Kepala 8ecks] Pemerintahan, prakuk vang relevan antarn lain,
penvuluhan bidang kertentraman dan keteruban, pidaio mengeril
pemerintahan, membuat laporan kejadian.  darn  mengetk
menggunakan komputer.

f. Kepala Scksi Kesejahtersam, praktik vang relevan antara lein
penvuluhan bidang budava, ekonomi, Palitk, Lingkungan Hidup,
Féﬁinﬂun.gﬂn Masvarakat, Pemuda Olahraga dan Karang Taruna,
dan mengetik menggunakan komputer.

g. Kepala Seksi Pelayanan, praktik vang relevan antarn lain mengafani,
dan sholat senazah, prcdate PETIEATILAET jenazai,
penyuluhan/sosialisas) tidang ketenagskerjuan dan keapamann,
membuat laporan, dan mengetik menggunahkan komputer

h. Kepala Dusun, prakik vang relevan antara lain picdatt penvuluba
kKerulounan  wargn,  poovuluban  ketentrama: katoriiban
penyuluhan program dan kegiaten pemermiah, don mengetk
mengeunakan komputer

i. Unsur Swi Peranghuat Dess, praktik yvang selevan antara lon
mengetik menggunakan komputer dan ketrampilan lsin sesua tieas
vang akan dilaksanalkan.

Ujian praktik sebagaimans dimaksud pada pvar [1] berpegang poda

prinsip obyekuf dan peseria mempercleh kesempoaran dan perlakoon

yang sama,

Hasil ujian praktik sebagaimana dimaksud pada svat (1) ditbaselkak

daiam Berita Acara.

Pasal 30

Ujian tertulis dileksanoakan dalam pengangkatan Perangkot Desn.

Ujlan tertulis sebaguimana dimaksud pada avet (1) dilaksanakan
dengan menggunakai svsrem manual atau dapat menpegiinoakan siatem
compiiter assisied lest (CAT).

Bentuk soal ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada avat (1) herung
pilihan gands sebanvak 100 (seratus) soal. '

Materi wjian tertulis meliputi:

a. Pﬁ.n::asila'.

b. UUD Tahun 1945;

¢. Bahasa Indonesia;

d. Pengetahuan tentang pemerintahan; dan

e. Pengetanuan umum.



Bakal Calon dinvatakan ilus uffan sertall : thrmetull

il Helllakiang vaith T - 11 15

Apabile ddok ado Belal Calon yveng mennu; 0 hetas  keinhen
sehagmimana dimaksud aada aver (3] mals dilokuknm wiian res
ulanig,

Ujtan tertulis tlang scbagalmana dimasud poda wyvat (0] diluoksanedbeos:
paling banvak 2 [dua| kali.

Apabia ujien tertulis ulung sebagaimana dimansud pada ayat {7} Lidas
ada yang mencapal batas Kelulusan, meaks proses penganghatan
Perangkat Desa dihentibkan dan dikutkan pads penode penganghkatan
Perangkat Desa berikutnva.

. Hasil ujian tertulis sebepaimana dimaksud pada avar (1) dituanegkan
dalam Berita Acara.

Bagian Ketiga
FPenewspan dan Pengangkatan

Pasal 31

| Panitia Pengangkaten menyampaikban hssil penclinan Byl

Pencalonan dan ujian penyvaringan secara tertulis kepada Repala Dess

disertas!

a. Berkas Pencalonan;

b. Hasil penelitinon berkas dan Keputuzan Panitle Peaganeies
mengenal Calon vang lulus administrasi;

c. Berita Acara hasil tes kesehatan;

d. Berita Acara hasil tes wawaneara dan uiian praktik

e. Berita Acara hasil ujian tertulis;

f. Keputusan Panitie Pengangkatan mengenm penetapan  kelulusars
wjian tertulis;

g Keputusan Panitia Pengangkatan mengens: Fenetuwpar Calon yane
lulus ujian penyvaringan; dan

h. dokumen lain vang dibutuhkan terkait pendaftaran Peranghkat Des

Penyvampaian sebagaimana dimaksud pada avat (1) rangkapn 2 dund

terdiri dari asli dan salinan.

lalus ujian dengan nilal tertinggl dari ujian tertulis,

] Apablla dalam 1 ([satu] lormasi Perangkat Desa terdapat lebih dan |
{satu) Calon yvang mempercleh nilai tertinggl samea, maka dilakukan
yjian tertulis uiang hingpa diperpcieh 1 [(satg) orang Calon vang
mempunyal nilai tertinggl.

) Batas kelulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayvat (5) tidak
berlaku lagi untuk ujian tertulis ulang sebagaimana dimaksud pada avat
{4).

6) Calon sehagaimana dimaksud pada avat (3) dianghat menjadi Peranghat
Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepaln Desa pias rekomendas
tertulls dam Camat.



Repala Desa waph meelRlsinsggan [ 5)ip RS L1 g

dimaksud sads avel (6
Dalam: hal Kepals Desi o tidale meéliksanakim Warnriil
danfatau prosss penganegkatan Peranekint Desa dak sudt Uenwn

3, peraturan  perundang-undangan, maka Hupatl dapat membatallia
- Reputusan hepala Desa léntang penganghatan perangikal desa,

] Pasal! 32

Berdasarkan penvampeaian dan Pambs Pengangiatan, hepala Des

melakukan konsultasi secara tertulis Kepada Camal.

Materi konsultasi kepada Camat berisi permohonan rekomendas: nama

nama Calon yang ditetapkan lulus uilan tertulis dan  memenull

persyaratan untuk diangkat menjad) Perangkat Desa

) Surat konsultas] sebagaimans dimaksud pads svar (1) haroes ditempi

& Berkas Pencalonan;

b hasil penelitan berkas dan. Kepurusan Penisa  Pengangkainn
mengenal kelulusan persvaratan administras:;

¢ Berita Acara hasil tes kesehatan;

d. Beritg Acats hesil teg waWwancara diao wiinn proktis

e. Berita Acara hasil ujian tertulis;

f Keputusan Panida Pengangkatan mengenal penctapan belulus,
ujran tertulis;

B I{Epums.an Panltia Penganglatan mengenu Penemapan Calon yurls
hulus vilan penyaringan; dan

h. dokumen lain vang dibutuhkan terkat pendaftaran Perangkat Dess

Pasal 33

| Camat memberikan rekomendas] tertulis vang m#muat mengetia calon
Perangkat Desa vang telah dikonsultasikan oleh Kepalo Desa.

) Guna memberikan rekomendasi péngangkatan Peranghkat Desa, Camo

- melakukan penelitian terhadap berkas atan dokumen Calon,

) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada avat (1),

Camat memben dan/atau tidak memben rekomendas: terhedop Calon

Rekomendasi sebagaimana dimeksud pada ayvat {2 dibesikan apabila

Caion terbukty

e. Berkas Pencalonan lengkap, benar, dan sesumi keténtuan peraturser

perundang-undangar,

b. lulus tes Kesehatan;

c. Julus tes wawancara dan ujian prakiik; dan

d. lulus ujian tertulis.

Rekomendas: sebagaimans dimaksud pada syat (2] sccara tertulis

memuat nama Calon vang berhak diangkat menjad: Perangkat Desa

Rekomendasi disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 7 (majuby

hari sejak surat konsultas: diterima.
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Relumferidinsy tertiaits Cammt alif - 3 '

Aan| :""..~:_-| e -
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Kepald  Desa  menindeklanjun  rebomendos SH TS S T e ety
dimaksud pada dayat | 1 ) deagan menctapkan Cakon vang memiliki A7)
tertulis tertinggl, diangkat memjadt Perangks: Dess paling fames | |:=..i_ 4y

har smak diterimanyva rekomendas) Camat

Bagarn Keempat
Palantikan

Pasgl 34
Sebelumn memangku  jabatannva Perungka!  Dess rr.;;r.,;'un;_'-_' i
Sumpah/danjl dan dilantik pleh Kepaia Desa paling lama 15 (lima b

han terhitung tanggal penetapan Kepurisan Kepala Desa.

Pelantikan Perangkat Desa dilaksanakan dihadapon mosvarakot De=
Dalam hal situasi den kondisi Desa ndak memungkinkoen, mod
pelantikan Perangkat Desa dapat dilaknanakan di tempat den/ oo
wakte lain dihadapan BPD dan Perenpker Desa

F¢1Ebﬁtjﬂ1ng dilantik mengenakan ]'-'I-:': caian Dinas kekhi-lengkan

Pakaian pejabat yang melantik menvesualkan

Urutan acara pelantikan Perangkat Desn

menyvanyikan lagu Indonesia Rayva:

pembacaan Keputusan Kepaln Desa;

pengambilan sumpah / janji!

penandatanganan Berita Acara Sumpah janji,

Kata Pelantikan;

penindatanganan Berita Acara Serah Terima Jabintan

penyerahan Keputusan Kepala Desa,

sambutan Kepala Desg; dan

pembacaan Do'a.

Uru'r.ﬂ.rl acara pelantikan sebagaimana dimoksud pads ayar (6] dapat
ditammbahkan pembacaan Avat Suci Algurarn.

Pengembilan sumpzahyjanjl pada pelantikan Perangkaot Desd dilakiksn
dihedapan rohaniwan dan 2 {dua) orang suksi

Susunan kata-kata sumpah jonji sebagaimana dimak=ud padn avar (1)
sebagai berikut

“Demi  Allah/Tuhan, saya bersumpah/beganil babwa ssva akan
memenuhi kewajiban saya sclabu Perangkat Dess dengan schs
baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnva; bahwa sava akan 5‘."1L1|'._1
taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasia sebagal deasar
negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demobras: don
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1943 serlu
melaksanakan segala peraturan perundeng-undangsn dengan geluris-
lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatug:
Republik Indonesia”™

]

SEE S As oE



pale Desa melaporkan hasd pngaagantai: DNeranghar Desa kepada Bupat
dalul Camat paling lama 7 (tujub) Rerpseoclon pelantkan Perangkat Desa.

HAR ¥
Brav's DEafes s W5 8T8 N
Pasal 36

8 Biava pengangkatin  Peranakal  Deso  dibebBankan prasdsn Anggaran.
Pendapatan dan Belanga Desa

2) Biava pengangkatnn Pernngrs! Lesa ook balen dibebankan kepada
Bakal Calon.

Bakal Calon Perangkat Dess duk Balel dibebias! Bidve dalam bentuk

apa: purn.

Pasal 37

A saatl Peraturan Desa mi mulod borluskog, sika

aturan Desa karsnptalok Nomor 5 Tubun 2017 tentang Tata Cara
gangkatan Péranghat Desd Rarsngtal o [lembaran Desa Karangtalok
un 2017 Nomor 3| sebagainmnn telul hiubah dengan Prraturan Desp
Karangtalok Nomor 3 Tahun 2002 wentang Prrubahen atas Peraturan Desa
gtalok Nomor 5 Tuhuyn 2017 tentang Taia Camm  Pengangkatan
ghat Desa Karangtalok Lembaman [ess Kamangtslok Tahun 2017
.nmnr > i

t dan dinvatakan tdak perak.



Pasal 38
Peraturan Desa ini mulat berlaku pada tanggal diundangkan.
setiap orang mengetahuinva, memerintahkan pengundangan Peraturan

sa iml dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Karangralok
tan Ampelgading Kabupaten Pemalang,

Ditetapkan di Karangtalok
pada tanggal 4 maret 2022

mndangkan di Karangtalok
pada tanggal 4 Maret 2022

L.SEKRETARIS DESA KARANGTALOK

KODIRIN

LEMBARAN DESA KARANGTALOK KECAMATAN AMPELGADING
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2022 NOMOR 2



